
Pekerja Migran Indonesia (PMI) memiliki peran besar terhadap
perekonomian Indonesia, antara lain dilihat dari penerimaan remitansi
yang kontribusinya hampir 10% dari total devisa negara. 
Selain itu, pekerja migran juga memiliki kontribusi positif bagi
peningkatan perekonomian dan kesejahteraan keluarga yang
ditinggalkan, serta bagi peningkatan keahlian dan pendapatan
individu pekerja migran sendiri.
Migrasi tenaga kerja sendiri disebabkan oleh keterbatasan lapangan
pekerjaan di dalam negeri dan perbedaan upah yang diperoleh tenaga
kerja, di mana bekerja di luar negeri dapat menghasilkan pendapatan
yang lebih tinggi dibandingkan bekerja di Indonesia.
Secara karakteristik, PMI Indonesia didominasi oleh perempuan,
berpendidikan SMA/SMK, dan berstatus menikah.
Namun demikian, PMI masih mengalami banyak permasalahan seperti
kondisi kerja yang buruk, permasalahan administrasi, kurangnya
pelatihan keterampilan, dan minimnya kepesertaan jaminan sosial
bagi pekerja migran.
Rendahnya kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja
migran salah satunya disebabkan oleh pengetahuan PMI perihal
kepesertaan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan yang
masih rendah.
Untuk itu, diperlukan intervensi pemerintah untuk melindungi PMI dan
memastikan kualitas calon pekerja migran sebelum diberangkatkan.
Lebih lanjut, diperlukan pula intervensi kebijakan untuk perluasan
cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja
migran di Indonesia.
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Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan salah satu fenomena penting dalam pembangunan
ekonomi dan pasar kerja suatu negara. Di Indonesia, data Badan Perlindungan Pekerja Migran
Indonesia (BP2MI) menunjukkan jumlah PMI tahun 2023 ada sebanyak 274.965 penempatan.
Adapun kontribusi PMI dalam laporan Bank Indonesia menyebutkan bahwa PMI menyumbang
sekitar US$ 14,22 miliar atau Rp 230,81 triliun (kurs Rp 16.232) terhadap devisa negara di tahun
2023, atau setara dengan 9,71% dari total devisa Indonesia. Kontribusi PMI ini merupakan
penyumbang devisa terbesar kedua setelah sektor Migas (Komisi IX, 2024). Lebih lanjut, dalam
artikel Komisi IX (2024), Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati, menyampaikan
bahwa PMI berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional, sehingga pelayanan pada
PMI harus ditingkatkan sebagai bentuk apresiasi bagi mereka. Namun demikian, isu PMI masih
menyisakan tantangan dan memerlukan perhatian khusus dari pemangku kebijakan,
diantaranya terkait isu kualitas PMI, perlindungan bagi pekerja migran, hingga dampak
terhadap keluarga yang ditinggalkan. Kajian Microeconomics Dashboard edisi kali ini akan
mengulas problematika Pekerja Migran Indonesia (PMI), dimulai dengan menganalisis
karakteristik pekerja migran, determinan bekerja sebagai pekerja migran, hingga permasalahan
yang masih dihadapi oleh pekerja migran di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
menjelaskan definisi Pekerja Migran Indonesia adalah warga negara Indonesia yang akan,
sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Indonesia yang
memenuhi persyaratan. Adapun persyaratan menjadi PMI antara lain berusia minimal 18 tahun,
memiliki kompetensi, sehat jasmani dan rohani, terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan
jaminan sosial, serta memiliki dokumen persyaratan yang lengkap. Selain itu, penempatan PMI
didasarkan atas kebutuhan pemerintah dan permintaan dari negara pemberi kerja. Sementara
keputusan pekerja melakukan migran ke luar negeri antara lain dipengaruhi oleh laju
pertumbuhan penduduk yang melebihi laju peningkatan kesempatan kerja (Setijaningrum, et al.
2023), peningkatan jumlah pengangguran (Firdausy, 2005; Djafar & Hassan, 2012), serta
perbedaan pendapatan Indonesia dengan negara lain (Hicks, 1932; Djafar & Hassan, 2012). 
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Jika dilihat dari sisi sosio demografi, sebanyak 67,59% PMI adalah perempuan (sebanyak 74.175
penempatan), sementara PMI berjenis kelamin laki-laki hanya 32,41% (sebanyak 35.568
penempatan); serta sebagian besar PMI (45,03%) berstatus menikah, memiliki tingkat
pendidikan SMA/SMK atau lebih rendah (97,70%). Adapun 5 (lima) negara dengan
penempatan PMI paling banyak adalah Hongkong, Malaysia, Taiwan, Korea Selatan, dan
Jepang. Sementara itu, penempatan PMI sebagian besar (74,51% dari seluruh penempatan)
terkonsentrasi untuk jenis pekerjaan house maid, caregiver, operator production, plantation
worker, dan worker. Sedangkan jika dilihat dari lowongan pekerjaan PMI, negara dengan
lowongan pekerjaan paling banyak antara lain Taiwan, Malaysia, Hongkong, Singapura, dan
Turki. Kemudian, jenis pekerjaan dengan ketersediaan lowongan terbanyak antara lain
caregiver, worker, house maid, domestic helper, dan nursing home (BP2MI, 2024).

Sementara itu, Pekerja Migran Indonesia memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian
negara, salah satunya melalui penerimaan remitansi negara. Remitansi merupakan layanan jasa
pengiriman uang atau transfer uang yang dilakukan dari pengirim yang berada di luar negeri ke
Indonesia maupun sebaliknya, di mana remitansi yang dilakukan oleh PMI disebut dengan
inward remittance (OJK, 2018). Gambar 1 menunjukkan besar penerimaan remitansi PMI dalam
10 tahun terakhir memiliki tren yang meningkat, walau terdapat penurunan pada masa
pandemi COVID-19. Pada tahun 2014, sumbangan remitansi PMI adalah sebesar US$7 miliar
kemudian terus meningkat hingga tahun 2019 yang mencapai US$11,44 miliar. Pada masa
pandemi COVID-19, penerimaan remitansi PMI menurun menjadi US$9,43 miliar pada tahun
2020 dan US$9,16 miliar pada tahun 2021. Penerimaan remitansi kembali meningkat pasca
pandemi pada tahun 2022 menjadi sebesar US$12,85 miliar dan US$14,22 miliar di tahun
2023. Besaran kontribusi remitansi ini setara dengan 6,26% dari total devisa negara di tahun
2014 dan 9,71% dari total devisa negara di tahun 2023 (lihat Gambar 1). Dengan kata lain,
sumbangan devisa dari remitansi tersebut hampir 10% dari total cadangan devisa Indonesia
(Indraini, 2024).
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Selain itu, PMI juga memberikan kontribusi besar kepada perekonomian keluarga yang
ditinggalkan melalui remitansi atau transfer ke keluarga di Indonesia/dalam negeri (Limanseto,
2022). PMI tidak hanya memberikan kontribusi terhadap devisa dan remitansi, melainkan
adanya PMI memperluas kesempatan kerja baru yang dapat meningkatkan kesejahteraan
keluarga di negara asal (BP2MI, 2024). Meskipun kontribusi PMI yang cukup besar terhadap
perekonomian Indonesia, namun para PMI masih banyak mengalami permasalahan, seperti gaji
tidak dibayar, PMI yang ingin dipulangkan, gagal berangkat, penipuan peluang kerja, dan
sebagainya (BP2MI, 2024). Terlepas dari kontribusi positif PMI kepada negara, permasalahan
tersebut menjadi tantangan tersendiri di Indonesia agar PMI tetap memberikan kontribusi positif
yang besar namun juga terlindungi. 

Pada bagian selanjutnya, akan dibahas secara lebih rinci perihal karakteristik sosio demografi,
determinan untuk menjadi pekerja migran, dan permasalahan yang masih dihadapi oleh pekerja
migran di Indonesia.
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Dalam sepuluh tahun terakhir, jumlah pekerja migran Indonesia paling tinggi terjadi di tahun
2014, yaitu sebanyak 429.874 penempatan, kemudian terjadi penurunan drastis jumlah pekerja
migran di tahun 2015 (275.737 penempatan) dan 2016 (234.451 penempatan), serta di tahun
2020 (113.436 penempatan) dan 2021 (72.624 penempatan) akibat pandemi COVID-19.
Penurunan penempatan pada tahun 2015 dan 2016 kemungkinan disebabkan oleh adanya
peraturan mengenai penghentian dan pelarangan penempatan tenaga kerja Indonesia di
kawasan Timur Tengah melalui Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor
260 tahun 2015. Hal ini disebabkan banyaknya permasalahan yang menimpa tenaga kerja
Indonesia karena lemahnya jaminan perlindungan di negara-negara tersebut, mengingat Arab
Saudi merupakan salah satu negara Timur Tengah yang merupakan salah satu negara dengan
penempatan PMI terbesar. 

Karakteristik Pekerja Migran Indonesia

Jika dilihat dari sisi sosio demografi, tren PMI dari tahun 2014 hingga 2023 selalu didominasi
oleh perempuan, yaitu sebanyak 167.863 penempatan di tahun 2023 atau sebesar 61% dari
total PMI. Sedangkan PMI berjenis kelamin laki-laki di tahun 2023 memiliki total sebanyak
107.102 penempatan atau sebesar 39% dari total PMI. Menariknya, pandemi COVID-19
mengakibatkan gap yang sangat besar antara PMI berjenis kelamin perempuan dan laki-laki, di
mana PMI perempuan berjumlah hampir 8 kali lipat dibandingkan PMI laki-laki. 
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Berdasarkan status pernikahan dan pendidikan, mayoritas pekerja migran Indonesia memiliki
status menikah dan cenderung berpendidikan rendah. Data tahun 2023 menunjukkan bahwa
mayoritas PMI memiliki status menikah (Gambar 4), yaitu sebanyak 131.702 penempatan atau
sekitar 48% dari total PMI. Sedangkan PMI dengan status belum menikah dan cerai masing-
masing ada sebanyak 39% (107.754 penempatan) dan 13% (35.509 penempatan) dari total PMI. 
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Sementara itu, walaupun mayoritas dari PMI memiliki pendidikan relatif rendah, namun seiring
berjalannya waktu, tingkat pendidikan mereka cenderung mengalami peningkatan (World Bank,
2017). Gambar 5 menunjukkan tren di tahun 2014-2018 mayoritas latar belakang pendidikan
PMI adalah Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Kemudian, di tahun
2019-2020 didominasi tingkat pendidikan SMP dan Sekolah Menengah Atas (SMA).
Sedangkan di tahun 2021-2023, sebagian besar PMI memiliki tingkat pendidikan SMA. 
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Ditinjau berdasarkan jenis pekerjaan, dalam 10 tahun terakhir, PMI terkonsentrasi sebagai
house maid (pembantu rumah tangga), caregiver (pengasuh), plantation worker (pekerja
perkebunan), worker (pekerja), dan operator production (operator produksi). Penempatan pada
kelima jenis pekerjaan tersebut mencapai 67% dari seluruh penempatan di tahun 2023. Jenis
pekerjaan dengan penempatan tertinggi di tahun 2023 yaitu pembantu rumah tangga
sebanyak 66.362, kemudian disusul oleh pengasuh sebanyak 54.665 penempatan, sebagai
plantation worker 25.163 penempatan, serta sebagai worker dan operator production sebanyak
22.361 dan 16.094 penempatan. Menariknya, tren PMI berdasarkan jenis pekerjaan dari tahun
2014 hingga tahun 2020 selalu didominasi oleh domestic worker (kecuali di tahun 2016),
namun sejak tahun 2021 tren tersebut berubah, di mana data tahun 2021 hingga tahun 2023
menunjukkan PMI didominasi oleh caregiver.

Adapun 5 (lima) negara tujuan yang menjadi penempatan PMI tertinggi adalah Taiwan,
Malaysia, Hongkong, Korea Selatan, dan Jepang (BP2MI, 2023). Pada tahun 2023, PMI
dengan penempatan di Taiwan adalah sebanyak 83.216 penempatan, di mana angka ini
mengalami peningkatan sebanyak 29.733 penempatan atau sebesar 56% dari tahun 2022. PMI
di Malaysia pada 2023 adalah sebanyak 72.260 penempatan dengan peningkatan sebanyak
29.097 penempatan atau sebesar 67% dari tahun sebelumnya. PMI di Hongkong pada tahun
2023 sebanyak 65.916 penempatan dengan peningkatan sebanyak 5.820 penempatan atau
sebesar 10% dari tahun sebelumnya. Korea Selatan dan Jepang pada tahun 2023 memiliki
penempatan PMI sebanyak 12.580 dan 9.677 dengan peningkatan masing-masing sebesar 9%
(1.009 penempatan) dan 66% (3.841 penempatan). Dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir, tiga
negara dengan penempatan PMI tertinggi adalah Hongkong, Taiwan, dan Malaysia.
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Apa Alasan Menjadi Pekerja Migran?
Borjas (2012) menyebutkan bahwa semua variasi migrasi tenaga kerja didorong oleh faktor-
faktor mendasar yang sama, yaitu pekerja ingin memperbaiki situasi ekonomi mereka.
Sementara, Hicks (1932) berpendapat bahwa perbedaan keuntungan ekonomi, khususnya
perbedaan upah atau pendapatan menjadi penyebab utama pekerja melakukan migrasi. Jika
dibandingkan dengan negara lain, upah minimum Indonesia masih relatif lebih rendah dari
beberapa negara tetangga, seperti Singapura dan Malaysia. Singapura memiliki upah minimum
paling tinggi yaitu sebesar USD 965 per bulan, kemudian disusul oleh Malaysia (USD 359 per
bulan), Thailand (USD 249 per bulan), dan Kamboja (USD 194 per bulan). Indonesia menempati
peringkat kelima dengan upah minimum sebesar USD 188 per bulan (Armavilia, 2023). Oleh
karena itu, migrasi internasional menjadi salah satu opsi untuk meningkatkan upah dan
perekonomian keluarga. 

Selain itu, Buchori & Amalia (2004) menyatakan beberapa penyebab PMI melakukan migrasi
adalah untuk mencari penghasilan yang lebih tinggi karena penghasilan di desa mereka tidak
mampu mencukupi kebutuhan hidup. Oleh karena itu, pekerja mencari alternatif untuk bekerja
di luar negeri karena jumlah dan jenis pekerjaan yang lebih beragam serta lebih menjanjikan.
Berdasarkan publikasi World Bank (2017) penyebab PMI melakukan migrasi adalah terdapat
potensi upah yang lebih tinggi apabila bekerja di pasar tenaga kerja luar negeri dan
terbatasnya kesempatan kerja di dalam negeri. Mayoritas PMI mendapatkan penghasilan yang
lebih tinggi, bahkan setelah dikurangi biaya migrasi. Laporan World Bank (2017) menunjukkan
bahwa kurang lebih sebanyak 50% dari pekerja migran memiliki alasan utama bekerja di luar
negeri untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi dan sebesar 70% purna PMI
mengalami perbaikan ekonomi setelah migrasi (World Bank, 2017).

Lebih lanjut, Borjas (2012) mengungkapkan bahwa migrasi terjadi ketika terdapat peluang bagi
pekerja untuk memperoleh kembali investasinya. Pekerja mempertimbangkan nilai peluang kerja
pada masing-masing pasar tenaga kerja alternatif dengan memperhitungkan biaya migrasi,
kemudian memilih opsi yang memaksimalkan nilai bersih saat ini (Borjas, 2012). Apabila pekerja
melakukan migrasi kemudian bekerja di negara tersebut, ia akan memperoleh pendapatan di
negara tujuan sekaligus harus mengeluarkan biaya migrasi untuk ke tempat tujuan. Biaya
migrasi mencakup pengeluaran transportasi aktual yang dikeluarkan untuk melakukan
perpindahan serta nilai ekonomi dari “biaya psikis” karena harus berpisah dengan keluarga,
teman, dan jauh dari lingkungan sosialnya. Keputusan migrasi bergantung pada perbandingan
nilai saat ini dari pendapatan seumur hidup dalam peluang kerja alternatif. Pekerja hanya akan
melakukan migrasi apabila keuntungan bersih (net migration gain) yang diperoleh positif.
Peningkatan biaya migrasi akan menurunkan net migration gain dan mengurangi kemungkinan
untuk melakukan migrasi.
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Lebih lanjut, mayoritas migrasi tenaga kerja internasional disebabkan oleh laju pertumbuhan
penduduk yang melebihi laju peningkatan kesempatan kerja atau tingginya tingkat
pengangguran (Firdausy, 2005; Setijaningrum et al., 2023). Di Indonesia, data Badan Pusat
Statistik (BPS) bulan Agustus 2023 menunjukkan sebanyak 7,86 juta orang menganggur atau
setara dengan 5,32% tingkat pengangguran terbuka (TPT). Jumlah pengangguran tersebut turun
sekitar 560 ribu orang dari tahun sebelumnya yang mencapai 8,42 juta orang. Walaupun
terdapat penurunan, jumlah pengangguran tahun 2023 masih relatif lebih besar daripada
jumlah pengangguran sebelum pandemi COVID-19, yaitu sebesar 7,1 juta orang pada Agustus
2019. Hal ini menggambarkan bahwa peningkatan jumlah penduduk dari tahun ke tahun masih
kurang terserap sempurna dalam lapangan pekerjaan di Indonesia. Penyebab lain PMI
melakukan migrasi yaitu karena mereka mengikuti saudara yang telah bermigrasi ataupun
tertarik oleh ajakan calo migrasi. Selain itu, para PMI memperoleh gengsi yang lebih tinggi
apabila bekerja di luar negeri (Buchori & Amalia, 2004).
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Permasalahan yang Masih Dihadapi Pekerja Migran

Indonesia

Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran
Indonesia menjelaskan bahwa pekerja migran Indonesia harus dilindungi dari perdagangan
manusia, perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan
atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia.
PMI merupakan subjek hukum yang berhak untuk dilindungi dan memenuhi persyaratan yang
ditetapkan Indonesia (Hartono & Samsuria, 2021). Namun, berdasarkan data BP2MI, para PMI
masih mengalami banyak permasalahan yang ditunjukkan dengan banyaknya pengaduan.
Pada tahun 2023, 5 (lima) pengaduan dengan kasus tertinggi antara lain 521 kasus pengaduan
karena PMI ingin dipulangkan, 318 pengaduan karena PMI gagal berangkat, 201 pengaduan
karena biaya penempatan melebihi struktur biaya, 121 pengaduan penipuan peluang kerja, serta
84 kasus gaji tidak dibayar. Selain kelima kasus dengan pengaduan tertinggi, terdapat pula
kasus perdagangan orang, penahanan paspor atau dokumen lainnya oleh P3MI (Perusahaan
Penempatan Pekerja Migran Indonesia), PHK sebelum masa perjanjian selesai, dan kasus-kasus
lainnya. 

Selain itu, PMI rentan mengalami pelanggaran, seperti kerja berlebihan; kondisi kerja yang
buruk; pelecehan psikologis, fisik, ataupun seksual; serta keterlambatan pembayaran upah atau
pemotongan upah yang lebih tinggi dari kesepakatan (Aswatini, 2007). Hal tersebut
disebabkan oleh kurangnya pengetahuan calon PMI mengenai persyaratan administratif dan
kondisi kerja di negara tujuan, sehingga terdapat potensi kerentanan mereka menghadapi
pelecehan dan eksploitasi. Serta persoalan lainnya adalah kualifikasi PMI yang sebagian besar
berpendidikan rendah dan merupakan pekerja tidak terampil. Pekerja migran yang tidak
terampil ini tidak pernah menerima pelatihan praktis untuk mempersiapkan mereka bekerja di
luar negeri. Maka dari itu, perlu adanya perhatian khusus untuk memastikan calon pekerja
migran mengetahui jenis pekerjaan yang dapat mereka lakukan agar melindungi mereka dari
pelecehan oleh pemberi kerja (Aswatini, 2007). 

Dilansir dari penelitian TNP2K (2024), walaupun PMI telah diwajibkan dalam kepesertaan
jaminan sosial, namun kepesertaannya masih rendah. Sejak 2018, berdasarkan Peraturan
Kementerian Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 tahun 2018, calon PMI wajib terdaftar
dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Akan tetapi,
jumlah PMI yang terdaftar dalam program JKK dan JKM hanya mencapai 10% dari total PMI
yang terdaftar di tahun 2022 (TNP2K, 2024). 
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Lebih lanjut, berdasarkan survei yang dilakukan oleh TNP2K (2024) kepada kelompok Pekerja
Migran Indonesia, sebanyak 77% responden mengaku bahwa mereka tidak mengetahui
kewajiban kepesertaan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan tersebut, serta
mayoritas dari mereka tidak terdaftar pada jaminan sosial ketenagakerjaan ketika menjadi PMI.
Hal tersebut disebabkan minimnya keterlibatan PMI dalam pendaftaran, pemahaman manfaat
program, serta informasi kepada PMI karena penempatan dilakukan oleh pemberi kerja. Untuk
itu, diperlukan strategi dalam memperluas kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi
pekerja migran, seperti dengan optimalisasi keterlibatan pihak terkait, peningkatan kerja sama
dalam sosialisasi dan edukasi, serta optimalisasi sistem informasi dan kepesertaan (TNP2K,
2024).

Sementara itu, Hikam (2022), menyatakan bahwa alasan pekerja migran tidak mendaftar
jaminan sosial adalah karena tidak memperoleh informasi lengkap tentang jaminan sosial,
fasilitas yang kurang memadai, kesulitan memperoleh fasilitas jaminan sosial di negara tempat
bekerja, dan merasa jaminan sosial tidak cocok bagi mereka karena ada beberapa hal yang
tidak ditanggung oleh jaminan sosial. Serta dalam pelaksanaannya, kebijakan jaminan sosial
bagi PMI masih mengalami permasalahan, seperti pengajuan klaim masih dilakukan secara
manual, belum terdapat beasiswa bagi anak PMI yang belum masuk dalam jenjang pendidikan,
dan keterbatasan PMI dalam memperpanjang kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dari negara
penempatan kerja (Sari, 2023). Maka dari itu, International Labour Organization (2022)
menyatakan bahwa perlindungan terhadap PMI harus dimasukkan dalam rencana
pembangunan nasional tahun 2025-2029 mendatang. 
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Dampak Bekerja di Luar Negeri

Berbagai manfaat dirasakan pekerja ketika melakukan migrasi ke luar negeri, seperti individu
yang sebelumnya menganggur kini memiliki pekerjaan pertama ataupun pekerjaan yang lebih
baik. Laporan World Bank (2017) menunjukkan bahwa sebanyak 56% individu yang
sebelumnya mengurus rumah tangga ataupun melakukan pekerjaan yang tidak dibayar kini
menjadi pekerja migran, sementara sebanyak 44% lainnya, telah memiliki pengalaman
sebelumnya bekerja di dalam negeri, kini menjadi pekerja migran (World Bank, 2017). Selain
manfaat pekerjaan baru bagi pengangguran, manfaat lainnya secara ekonomi adalah
penghasilan yang lebih tinggi yang dapat dihasilkan pekerja migran. Masih berdasarkan
laporan World Bank (2017), pekerja migran dapat memiliki penghasilan 4 (empat) kali lebih
besar (sekitar Rp 3,7 juta per bulan) dibandingkan bekerja di Indonesia; bahkan, PMI yang
bekerja di negara seperti Cina Taipei, Singapura, dan Hong Kong dapat memperoleh
penghasilan 6 (enam) kali lebih besar daripada ketika mereka bekerja di Indonesia. Selain itu,
dampak jangka panjang non-materiil yang dapat dirasakan pekerja migran adalah
keterampilan dan pengalaman baru selama bekerja di luar negeri, yang mampu meningkatkan
peluang untuk diterima di pekerjaan yang lebih baik setelah pekerja migran kembali ke
Indonesia. Seperti hasil laporan World Bank (2017), sebanyak 77% purna migran menyatakan
bahwa mereka memperoleh tambahan keterampilan, serta lebih dari separuh pekerja migran
yang sebelumnya adalah pekerja tidak dibayar memperoleh pekerjaan berbayar setelah kembali
ke Indonesia (World Bank, 2017). 

Sementara itu, pekerja migran juga memiliki dampak terhadap perekonomian rumah tangga
yang ditinggalkan melalui remitansi yang mereka kirimkan ke Indonesia. Bekerja di luar negeri
mampu meningkatkan kehidupan ekonomi rumah tangga (Karlina, 2017). Adam dan Cuecuecha
(2010) menemukan bahwa pengiriman uang internasional memiliki dampak yang besar secara
statistik dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia. Adanya pengiriman uang internasional
dapat menurunkan angka kemiskinan sebesar 26,7% dan penurunan kesenjangan kemiskinan
kuadrat sebesar 69,9%. Selain itu, rumah tangga yang menerima remittances dapat
meningkatkan pengeluaran marjinal mereka untuk konsumsi utama pada makanan sebesar
8,5% dan mengurangi pengeluaran marjinal mereka pada satu investasi utama, yaitu
perumahan, sebesar 39,1%. Pengeluaran yang lebih banyak pada konsumsi utama ini karena di
Indonesia mayoritas penerima remitansi adalah rumah tangga miskin sehingga fokus
pengeluaran marjinal mereka adalah peningkatan konsumsi bahan-bahan dasar, seperti
makanan, daripada barang investasi tingkat kedua, seperti pendidikan dan perumahan (Adam &
Cuecuecha, 2010). 
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Tidak hanya berdampak secara ekonomi, bekerja di luar negeri juga memberikan dampak sosial
terhadap rumah tangga yang ditinggalkan. Berdasarkan data BP2MI yang telah disebutkan di
atas, mayoritas PMI adalah pekerja perempuan. Perempuan yang bekerja ke luar negeri dan
meninggalkan keluarganya menyebabkan adanya pergeseran peran pengasuhan di rumah,
peran, dan praktik gender di rumah tangga (Lam, 2018). Pergeseran ini terjadi pada anggota
keluarga lain yang ditinggalkan dan berdampak pada pengasuh pengganti, terutama suami
yang ditinggalkan. Tidak adanya perempuan di rumah menyebabkan adanya perubahan
strategi atau kesepakatan baru dalam pengasuhan rumah tangga. Ayah atau keluarga lain
yang ditinggalkan harus mengambil alih pekerjaan rumah tangga yang ditinggalkan ibu. Ayah
yang tadinya bekerja dan bertanggungjawab mencari nafkah, ketika perempuan bekerja ke luar
negeri, status pencari nafkah utama mereka digantikan, sehingga ia harus beradaptasi untuk
menyesuaikan peran baru menjadi pengasuh rumah tangga. Walaupun demikian, maskulinitas
laki-laki sebagai pemegang kendali dalam rumah tangga tetap dipertahankan atas perubahan
keadaan mereka (Lam, 2018). Dalam peran barunya sebagai pengasuh, ayah mengungkapkan
rasa bangga ketika mereka dapat memastikan anak-anaknya dapat baik-baik saja dalam
pengasuhannya. Laki-laki yang ditinggalkan tidak kehilangan maskulinitas mereka, namun
berusaha untuk mendapatkannya kembali dengan melakukan pekerjaan produktif lainnya di
luar rumah untuk berkontribusi pada kesejahteraan rumah tangganya (Lam, 2018). 

Dalam kasus Indonesia, berdasarkan FGD yang dilakukan TNP2K (2024) pada kelompok
Pekerja Migran Indonesia, ditemukan bahwa meskipun peran perempuan dalam menjadi PMI
berkontribusi dalam mencari nafkah, namun hal ini tidak serta merta meningkatkan peran
perawatan rumah tangga oleh laki-laki. Sebesar 71% perawatan anak PMI dilakukan oleh
pasangan mereka, sedangkan 38% nya dilakukan oleh keluarga besar, terutama kakek dan
nenek (TNP2K, 2024). Ditemukan bahwa terdapat perbedaan distribusi peran perawatan anak
pada PMI laki-laki dan perempuan. Pada PMI laki-laki, 97% perawatan rumah tangga
dilakukan oleh istri, sedangkan pada PMI perempuan perawatan rumah tangga yang dilakukan
dibagi antara suami (57%) dan kakek/nenek (52%). Kemudian, tidak terdapat pengaruh yang
signifikan pada perceraian pada rumah tangga yang salah satunya (suami atau istri) bekerja di
luar negeri (Karlina, 2017).
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Penutup

Terlepas dari besarnya kontribusi Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk perekonomian negara
maupun keluarga yang ditinggalkan, PMI masih mengalami banyak permasalahan, khususnya
terkait kondisi kerja dan cakupan dalam perlindungan sosial ketenagakerjaan. Rendahnya
kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja migran salah satunya disebabkan
oleh pengetahuan PMI perihal kepesertaan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan
yang masih rendah. Untuk itu, diperlukan intervensi pemerintah untuk melindungi PMI dan
memastikan kualitas calon pekerja migran sebelum diberangkatkan. Lebih lanjut, diperlukan
pula intervensi kebijakan untuk perluasan cakupan kepesertaan jaminan sosial
ketenagakerjaan bagi pekerja migran di Indonesia.
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